TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
MENANGGULANGI PENCEMARAN
LINGKUNGAN LAUT AKIBAT SAMPAH PLASTIK
DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0*

Oleh : Raul Redemtus Maramis’

Flora Pricilla Kalalo®
Godlieb N. Mamahit*

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana upaya pemerintah
dalam menanggulangi dampak sampah plastik
di laut pada era revolusi industri dan
bagaimana penegakan hukum kasus
pencemaran lingkungan di Indonesia. Dengan
menggunakan metode penelitian  yuridis
normatif, disimpulkan: 1. Dalam berbagai
konfrensi dan  pertemuan internasional,
Indonesia menyampaikan komitmen untuk
mengurangi sampah plastik di laut global
sebanyak 70% di tahun 2025. Komitmen ini
merupakan Rencana Aksi Nasional Penanganan
Sampah Plastik di Laut Tahun 2018-2025. Untuk
menanggapi serius komitmen tersebut maka di
keluarkanlah Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang
Penanganan Sampah Laut, yang didalamnya
mengatur tentang rencana aksi yang dimaksud
dan juga pembentukan Tim Koordinasi Nasional
yang bertugas untuk melakukan berbagai
prosedur dalam upaya penanganan sampah
plastik di laut. Di era revolusi Industri ini
kemujuan teknologi harus bisa dimanfaatkan
pemerintah sebagai sarana pendukung rencana
aksi nasional vyang sudah dicanangkan,
penggunaan teknologi cangggih akan bisa
memberikan manfaat yang besar dan dapat
mempercepat penangan sampah plastik di laut.
2. Penegakan hukum kasus pencemaran
lingkungan di Indonesia menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup bisa dilakukan melalui tiga instrumen
hukum vyaitu: penegakan hukum lingkungan
administratif, penegakan hukum lingkungan
keperdataan; penegakan hukum lingkungan
pidana.

! Artikel Skripsi.

2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.
16071101473

? Fakultas Hukum Unsrat, Magister llImu Hukum
* Fakultas Hukum Unsrat, Magister llImu Hukum

Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/0Okt-Des/2020

Kata kunci: Tanggung Jawab Negara,
Menanggulangi, Pencemaran, Lingkungan Laut,
Sampah Plastik, Era Revolusi Industri 4.0

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan bagian yang mutlak
dari kehidupan manusia. Manusia mencari
makan, minum serta memenuhi kebutuhan
lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber
yang di berikan oleh lingkungan dan kekayaan
alam sebagai sumber pertama dan terpenting
bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.’

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari
manusia dan/atau proses alam yang berbentuk
padat.® Sampah dapat dikategorikan dalam
beberapa jenis yaitu: Sampah Organik, Sampah
Anorganik dan Sampah B3 (Bahan Berbahaya
dan Beracun). Ketiga kategori diatas masing-
masing memiliki peranan dalam lingkungan,
ada yang berdampak negatif ada juga yang
berdampak positif apabila diolah dengan baik.
Pengelolaan sampah yang tidak baik serta
kurangnya kesadaran masyarakat untuk
menjaga kebersihan lingkungan menjadi
penyebab rusaknya lingkungan baik di perairan
(aliran sungai dan laut), maupun di daratan
(lahan kosong dan hutan),

Hadirnya perusahaan-perusahaan produksi
yang memasarkan produk dengan kemasan
plastik kepada masyarakat juga menambah
parah produksi sampah di Indonesia. Bahkan
saat ini Indonesia berada pada posisi kedua
negara dengan penghasil sampah plastik
terbanyak di dunia setelah Tiongkok. Tentu ini
merupakan sebuah tamparan keras kepada
negara kita.” Predikat tersebut sangat kontra-
produktif dengan upaya Indonesia untuk
menjadi negara terdepan di sektor maritim.?

Pemerintah memiliki tugas untuk menjamin
terselenggaranya pengelolaan sampah yang
baik dan berwawasan lingkungan, melalui
berbagai peraturan perundang-undangan yang
telah di terbitkan pemerintah mengenai
lingkungan hidup, dengan jelas

> Siahaan, N. H. T., Hukum Lingkungan dan Ekologi

Pembangunan — Ed. 2, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004),
him. 2-3.
6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Sampah Pasal 1 ayat (1).
7 Teddy Prasetiawan, Upaya Mengatasi Sampah Plastik di
éaut, Jurnal Volume 10/11/Puslit/Mei/2018, him. 13.

Ibid.
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memberitahukan kepada masyarakat bahwa
permasalahan mengenai lingkungan vyang
diakibatkan sampah ini merupakan hal yang
tidak sepele. Namun nyatanya itu tidak cukup
untuk bisa menyadarkan masyarakat dari
perilaku negatif yang terus dilakukan.

Indonesia telah memasuki era Revolusi
Industri 4.0, dimana telah muncul inovasi-
inovasi disegala bidang perindustrian dengan
memanfaatkan  perkembangan  teknologi,
digital, robotic, dimana hal tersebut
dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses
produksi berjalan baik dan efisien serta ramah
terhadap lingkungan.” Momentum ini haruslah
dimanfaatkan untuk memulai tahap baru
dimana tidak ada lagi proses industri yang
mencemari  lingkungan, bahkan dengan
teknologi industri  yang  ada, dapat
memungkinkan pengurangan sampah plastik di
laut sesuai dengan program yang dicanangkan
pemerintah melalui pemanfaatan peralatan
canggih berkat kemajuan teknologi di era ini."

Pemerintah bertanggung jawab mengawasi
proses industri agar jangan sampai era Revolusi
Industri 4.0 malah memperburuk masalah
lingkungan yang sudah terjadi. Lebih dari itu
semua hal yang terpenting adalah bagaimana
program penanggulangan sampah terlebih
khusus sampah plastik di wilayah laut ini benar-
benar terlaksana dalam rangka kelestarian
lingkungan laut, kesehatan masyarakat dan
untuk mengubah citra buruk Indonesia di mata
dunia.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam
Menanggulangi Dampak Sampah Plastik
di Laut Pada Era Revolusi Industri ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Kasus
Pencemaran Lingkungan di Indonesia ?

C. Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian
Hukum Normatif'* dimana metode ini

9 “Mengenal Lebih Jauh Revolusi Industri 4.0, diakses dari

https://binus.ac.id/knowledge/2019/05, pada 31 Oktober
2019.

% Ibid.

"penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian
hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, acap kali
hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam
peraturan perundang-undangan (law in books) atau
hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang

merupakan penelitian yang didasarkan pada
data-data sekunder, yang terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan
data tersier. Yaitu dengan pengumpulan data-
data, studi kepustakaan yang bersumber dari
buku-buku, jurnal, artikel, majalah, berita, dll
yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan
akibat sampah plastik dan juga sumber yang
diterbitkan pemerintah seperti undang-undang
dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan
tanggungjawab negara dalam penanggulangan
pencemaran lingkungan akibat sampah plastik.

PEMBAHASAN
A. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi

Dampak Sampah Plastik di Laut Pada Era

Revolusi Industri

Pemerintah harus bertindak tegas akan hal
ini, karena pemerintah bertanggungjawab atas
segala sesuatu yang terjadi didalam wilayah
negara termasuk permasalahan lingkungan,
pemerintah menjamin warga negaranya untuk
dapat memperoleh lingkungan hidup yang baik
seperti yang tercantum dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28H ayat (I)*2. Perlindungan dan
pengelolaan lingkungan diperlukan agar
lingkungan dapat terus lestari dan dapat terus
memberikan dampak positif bagi masyarakat,
dibutuhkan kepedulian dari pemerintah sebagai
penyelenggara negara dalam menghapus
kebiasaan buruk masyarakat juga
meambendung  pola perubahan hidup
masyarakat yang diakibatkan oleh
perkembangan zaman dan kemajuan teknologi
terlebih di era revolusi industri 4.0.

Sampah plastik yang sulit terurai dihasilkan
dari proses industri yang tidak memperhatikan
kelestarian lingkungan, saat ini berbagai
produk-produk yang ditawarkan kemasyarakat
hampir semuanya dibalut plastik yang ketika
barang digunakan, kemasannya menjadi
sampah plastik. Pengolahan sampah plastik
yang baik dibutuhkan agar sampah plastik tidak
mencemarkan lingkungan terlebih khusus

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap
pantas. Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode
Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), him. 118.
12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 28H, ayat (1) : “Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
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lingkungan laut. Saat ini beberapa peraturan
telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia
sebagai bentuk tanggungjawab dan upaya
dalam rangka pelestarian lingkungan antara lain

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah
Undang-undang ini juga memuat tentang

penerapan sanksi apabila terjadi suatu

pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan
sampah. Secara umum pelanggaran terhadap
ketentuan  pengelolaan  sampah  dapat
dikenakan sanksi, yakni sanksi administratif,
sanksi perdata, dan sanksi pidana. Penerapan
sanksi ini diaharapkan dapat memberikan efek
jera bagi para pelaku dan dapat memberikan
kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya
menjadi lingkungan tetap bersih dan sehat.
Undang-undang ini telah dikeluarkan sejak

2008 silam, itu berarti ditahun 2019 ini
peraturan tersebut telah 11 Tahun berlaku,
namun hingga saat ini belum memberikan
dampak vyang signifikan bagi pengolahan
sampah di Indonesia. padahal jika dicermati,
isinya sudah sangat baik hanya saja
penerapannya yang masih sangat kurang,
pemerintah  harus  memperhatikan  lagi
penerapan undang-undang ini agar dapat
memberikan manfaat yang positif.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup dapat berjalan dengan baik juga ketika

masyarakat dapat ikut serta dalam upaya

pelestarian lingkungan laut. Dalam pasal 70

undang-undang ini memuat tentang peran

masyarakat yaitu:"

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan
yang sama dan seluas-luasnya unuk
berperan aktif dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:

a. Pengawasan sosial;

b. Pemberian saran, pendapat, usul,
keberatan, pengaduan; dan atau

c. Penyampaian informasi
laporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

dan/atau

3 Ibid., Pasal 70.
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a. Meningkatkan kepedulian dalam
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan
masyarakat, dan kemitraan;

c. Menumbuhkembangkan kemmampuan
dan kepeloporan masyarakat;

d. Menumbuhkembangkan
ketanggapsegeraan masyarakat untuk
melakukan pengawasan sosial; dan

e. Mengembangkan dan menjaga budaya
dan kearifan lokal dalam rangka
plestarian fungsi lingkungan hidup.

Dengan adanya kerjasama dari masyarakat,
upaya penanganan pencemaran lingkungan
terlebih khusus lingkungan laut dapat lebih
efektif dan optimal sehingga lingkungan laut
dapat lestari dan memberikan dampak positif
bagi masyarakat.

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018

Tentang Penangan Sampah Laut

Dalam merealisasikan Rencana Aksi Nasional

Penanganan sampah plastik di laut pemerintah
menerbitkan Perturan Presiden Nomor 83
Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah
Laut. Hal ini menjadi upaya pemerintah dalam
menanggulangi dampak sampah plastik di laut.
Dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 83 Tahun
2018 yang berbunyi:
“Dalam rangka penanganan sampah laut perlu
ditetapkan strategi, program, dan kegiatan
yang sinergis, terukur dan terarah untuk
mengurangi jumlah sampah di laut, terutama
sampah plastik, dalam bentuk Rencana Aksi
Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun
2018-2025."*

Ini merupakan sebuah pernyataan bahwa
pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas
pencemaran lingkungan dan peduli terhadap
masalah sampah plastik di laut sehingga
berusaha untuk melakukan pengurangan
sampah plastik di laut, mengingat Indonesia
juga merupakan negara penghasil sampah
plastik laut terbanyak kedua di dunia membuat
Indonesia bertanggung jawab atas kerusakan
lingkungan di laut akibat sampah plastik.
Tenggat waktunya adalah 8 Tahun terhitung
sejak 2018 sampai dengan 2025, seperti yang
tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Perpres
Nomor 83 Tahun 2018 yang berbunyi:

' peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun
2018 Tentang Penanganan Sampah Laut Pasal 2 ayat (1).
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“Rencana Aksi merupakan dokumen
perencanaan yang memberikan arahan
strategis bagi kementrian/lembaga dan acuan
bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam
rangka percepatan penanganan sampah laut
untuk periode 8 tahun terhitung sejak tahun
2018 sampai dengan tahun 2025.”*

Adapun strategi Rencana Aksi Nasional yang
dimaksud kemudian dijelaskan dalam ayat (3)
yang berbunyi:

“Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui strategi yang

meliputi:*®

a. gerakan nasional peningkatan kesadaran
para pemangku kepentingan;

b. pengelolaan sampah yang bersumber dari
darat;

c. penanggulangan sampah di pesisir dan laut;

d. mekanisme pendanaan, penguatan
kelembagaan pengawasan, dan penegakan
hukum; dan

e. penelitian dan pengembangan.

Kemudian di jelaskan juga Rencana Aksi ini
dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) berfungsi sebagai pedoman

bagi:"’
a. menteri dan pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian untuk menetapkan

kebijakan sektoral penanganan sampah

laut, yang dituangkan dalam dokumen

rencana strategis masing-masing
kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagai bagian dari
dokumen perencanaan pembangunan; dan

b. pemerintah daerah dalam menyusun
kebijakan percepatan penanganan sampah
laut.

Jelas bahwa peraturan ini memberikan
pedoman kepada para pemangku kekuasaan
bahwa sejatinya pelaksanaan penanggulangan
sampah plastik di laut merupakan tugas dari
setiap pemangku kekuasaan, peraturan ini
membebankan tanggung jawab kepada
pemerintah baik pusat dan daerah untuk dapat
bekerjasama dalam penanggulangan sampah
plastik di laut Indonesia. Rencana aksi ini
merupakan sebuah momentum di mana antara
pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat

> Ibid., Pasal 2 ayat (2).
'8 Ibid., Pasal 2 ayat (3).
Y Ibid., Pasal 3 ayat (1).

bersinergi untuk bersama-sama menanggulangi

pencemaran lingkungan hidup ini yang sudah

banyak merugikan baik di sektor ekonomi,
pariwisata, dan dalam kehidupan
bermasyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (4) peraturan
ini juga dikatakan bahwa:

“Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi,

dibentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan

Sampah Laut yang selanjutnya disebut Tim

Koordinasi Nasional, yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Presiden.”*®

Tim Koordinasi Nasional ini memiliki tugas
yaitu:*

a. mengoordinasikan kegiatan kementrian,
pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau
pelaku usaha dalam kegiatan penanganan
sampah laut;

b. merumuskan kebijakan penyelesaian
hambatan dan permasalahan yang timbul
dalam pelaksanaan kegiatan penanganan
sampah laut; dan

¢. mengoordinasikan kegiatan pemantauan
dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi.
Dengan adanya Tim Koordinasi Nasional ini

maka memudahkan tugas dari pada pemerintah

dan bisa mengoptimalkan usaha dalam rangka
penanggulangan sampah plastik di laut. Tim

Koordinasi Nasional ini di Ketuai oleh Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman dan

anggotanya merupakan menteri” dalam kabinet

seperti yang tercantum dalam Pasal 6

peraturan ini, di mana akan menambah fokus

kerja dari kementerian terkait dalam
melaksanakan rencana aksi ini.

Momentum revolusi industri juga
berpengaruh besar dalam upaya penanganan
sampah plastik dilaut. Revolusi industri ini
merubah kinerja berbagai sistem industri
sehingga menajadi efisien dan produk yang
dihasilkan adalah betul-betul produk yang
ramah lingkungan. Revolusi Industri 4.0 ini juga
dapat menjadi pendukung terhadap upaya
pemerintah dalam menerapkan Rencana Aksi
Nasional Penanganan Sampah Plastik di laut,
karena di era digital ini pendeteksian wilayah
laut yang tercemar oleh sampah plastik dapat
langsung diketahui dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi yaitu dengan

18 Ibid., Pasal 4.
19 Ibid., Pasal 5.
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memanfaatkan satelit yang langsung terhubung
dengan perangkat canggih milik pemerintah
sehingga dapat lebih memudahkan dalam
melakukan proses investigasi. Kemajuan
teknologi di era revolusi industri 4.0 ini juga
bukan hanya membantu proses investigasi,
tetapi juga membantu dalam hal pengurang
jumlah sampah plastik dilaut dengan segala
peralatan canggih vyang sistem kerjanya
otomatis, peralatan-peralatan inilah vyang
nantinyanya akan digunakan pemerintah dalam
menjalankan rencan aksi nasional penanganan
sampah plastik di laut. Selain itu kemajuan
teknologi diera revolusi industri ini membawah
inovasi perubahan dibidang produksi plastik
diantaranya yaitu produksi plastik yang terbuat
dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dan
dapat terurai dalam jangka waktu yang singkat,
sehingga tidak perlu lagi khawatir akan
penumpukan sampah plastik yang sulit terurai.

Selain itu penemuan-penemuan baru seperti
pemanfaatan sampah plastik untuk dijadikan
aspal, pemanfaatan sampah plastik untuk
dijadikan bahan bakar kendaraan alternatif,
daur ulang sampah plastik dengan mesin
canggih dan proses pembakaran plastik
menggunakan mesin canggih merupakan
sumbangan dari era revolusi industri 4.0 ini
untuk dapat mengurangi sampah plastik.

Tugas pemerintah semakin mudah dengan
adanya perkembangan teknologi dan
modernisasi global, tak pelak rencana aksi
nasional penanganan sampah plsatik di laut
dalam kurun waktu 8 tahun ini dapat terealisasi
dan target Indonesia untuk mengurangi
sampah plsatik di laut sebanyak 70% pada
tahun 2025 dapat terlaksana sehingga keadaan
lingkungan laut Indonesia maupun lingkungan
laut Global dapat pulih sehingga membawah
manfaat yang positif bagi kelangsungan hidup
masyarakat. Rakyat terus menantikan tindakan
nyata dari pemerintah dalam penanganan
sampah plastik di laut.

B. Penegakan Hukum Kasus Pencemaran

Lingkungan di Indonesia

Penegakan  hukum lingkungan ialah
pengamatan  hukum lingkungan  melalui
pengawasan (supervision) dan pemeriksaan
(inspection) serta melalui deteksi pelanggaran
hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan
tindakan kepada pembuat (dader;
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offender).®sejalan dengan siklus pengaturan
ini, maka pada hakikatnya tujuan penegakkan
hukum lingkungan menurut Ahmad Santosa
adalah penataan (complience) terhadap nilai-
nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan
fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya
diformalkan ke dalam peraturan perundang-
undangan, termasuk ketentuan yang mengatur
baku mutu limbah dan emisi. Nilai-nilai
perlindungan daya  dukung lingkungan
ekosistem dan fungsi lingkungan hidup tidak
selamanya terwujud dalam bentuk peraturan
perundang-undangan sebagai binding principles
atau binding norms. Tidak sedikit nilai-nilai
tersebut hanya berwujud prinsip-prinsip
(nonbinding principles) yang terdapat pada
sebuah deklarasi internasional (soft law) seperti
halnya prinsip kehati-hatian (precautionary
principles) yang teredapat dalam deklarasi Rio
(prinsip ke-15). Pelaksanaan secara efektif
prinsip (nonbinding principles) secara ideal
harus didahului dengan penerjemahannya ke
dalam norma-norma operasional yang bersifat
binding. Namun upaya penerjemahan prinsip-
prinsip nonbinding tersebut tidak selamanya
mudah. Oleh  karenanya, pengendalian
diharapkan mampu untuk secara produktif
menerjemahkan atau menafsirkan prinsip-
prinsip  tersebut ke  dalam putusan
pengadilan.”

Penyelesaian masalah yang timbul dalam
kasus lingkungan dapat dilakukan melalui
pengadilan maupun diluar pengadilan. Khusus
untuk penyelesaian sengketa melaui
pengadilan, maka tetap mengacu pada ketiga
pendekatan instrumen, yaitu Hukum
Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum
Pidana.

1. Penegakan Hukum Administrasi

Sebagai hukum Fungsional (functioneel
rechtsgebeid), Undang-Undang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
menyediakan tiga macam penegakan hukum
lingkungan yaitu penegakan hukum
administrasi, perdata, dan pidana. Di antara
ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia,

20 Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2005), him. 269.
*! Ibid., him. 269-270.
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penegakan hukum administrasi dianggap
sebagai upaya penegakan hukum terpenting.?

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup memberikan kewenangan
yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan
seluruh kewenangan pemerintah di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup serta mengkoordinasikan dengan instansi
lain. Di samping itu, pemerintah juga meberi
kewenangan vyang sangat luas kepada
pemerintah  daerah  dalam melakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

Tugas pemerintah adalah memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-
baiknya untuk mencapai masyarakat yang adil
dan makmur. Pelayanan pemerintah kepada
masyarakat adalah sesuai dengan tujuan
pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya
guna dan hasil guna. Hal ini merupakan salah
satu fungsi pemerintahan (hukum administrasi)
dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Mengingat pengelolaan lingkungan sebagian
besar mrupakan hukum administrasi
(bestuursrecht). Hukum administrasi yang
berkaitan dengan hukum lingkungan disebut
hukum lingkungan administrasi. Hukum
lingkungan  administrasi  dibentuk  oleh
pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

Peraturan perundang-undangan yang ada
memberikan landasan dan kewenangan kepada
pejabat administrasi untuk menerbitkan
keputusan administrasi dengan
menyelenggarakan berbagai macam fungsi dan
salah satunya adalah fungsi melindungi dan
menegakan peraturan perundang-undangan di
bidang lingkungan. Penegakan  hukum
lingkungan administrasi merupakan upaya
untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan
dan persyaratan-persyaratan dalam ketentuan
yang secara umum dan individual berlaku
melalui pengawasan dan penerapan (ancaman)
sanksi.

Dalam penegakan hukum lingkungan
administrasi pemerintah bertindak sebagai
pengawas dan apabila dalam pengawasannya
ditemukan sebuah pelanggaran terhadap
hukum lingkungan maka pemerintah dapat
mengeluarkan sanksi administratif. Dalam Pasal

22 Husin Sukanda, Penegakan Hukum Lingkungan

Indonesia, op. cit., him. 92.

76 UU No. 32 Tahun 2009 ayat (1) mengatakan
bahwa:**

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
menerapkan sanksi administratif kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran
terhadap izin lingkungan.”

Adapun sanksi yang dimaksud terdiri atas:**
teguran tertulis;

paksaan pemerintah;

pembekuan izin lingkungan;

pencabutan izin lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan administrasi
di Indonesia saat ini sesuai dengan yang
diamanatkan oleh UU perlindungan dan
pengelolaan lingkungan meliputi pemberian
sanksi administratif kepada pelaku atau
penanggung jawab usaha, dimana pemerintah
akan mengawasi jalannya usaha tersebut. Yang
menjadi persoalan saat ini, UU tersebut masih
terlalu melonggarkan tindakan yang dilakukan
masyarakat yang bukan pelaku usaha,
masyarakat kebanyakan merusak lingkungan
dengan cara mebuang sampah sembarangan.
Tindakan-tindakan seperti ini yang mebuat
lingkungan semakin tercemar oleh sampah dan
seharusnya mendapat perhatian lebih dari
pemerintah.

2. Penegakan Hukum Keperdataan

Persoalan lingkungan hidup tidak menutup
kemungkinan untuk dapat diproses secara
perdata. Hukum perdata merupakan hukum
yang mengatur hubungan-hubungan antara
seseorang dengan orang lain dalam hal ini
bersifat privat. Dalam hal ini setiap perbuatan
seseorang yang mengakibatkan kerusakan
lingkungan tentunya memberikan kerugian
kepada orang lain karena lingkungan
merupakan unsur penting dalam kehidupan
manusia.  Terjadinya pencemaran  dan
perusakan lingkungan berarti telah terjadi
perselisihan sengketa secara keperdataan
dalam lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa
keperdataan mengenai pencemaran lingkungan
dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di
luar pengadilan.

Ganti  kerugian karena telah terjadi
pencemaran lingkungan yang merugikan orang

o0 ocw

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76
ayat (1).
2% bid, Pasal 76 ayat (2).

224



lain dan lingkungan di atur dalam Pasal 87 ayat
(1) UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi:**
“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar
hukum berupa pencemaran dan/atau perusakn
lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian
pada orang lain atau lingkungan hidup yang
wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan
tindakan tertentu.”

Itu artinya secara keperdataan perbuatan
pencemaran lingkungan yang mengakibatkan
kerugian terhadap orang lain dapat dimintakan
ganti rugi akibat perbuatan tersebut.

Dalam Hukum Lingkungan, gugatan secara
keperdataan dapat dilakukan oleh beberapa
pihak yang memiliki hak gugat, diantaranya:*®
a) Hak Gugat (Legal Standing) Secara Umum,

yang artinya secara keperdataan seseorang

hanya memiliki hak untuk menggugat
apabila la memiliki kepentingan yang
dirugikan orang lain.

b) Hak Gugat (Legal Standing) Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), dalam hal
mengajukan gugatan terhadap perbuatan
yang mengakibatkan pencemaran
lingkungan, LSM menjadi perwakilan
masyarakat, gugatan yang diajukan LSM
tidak untuk meminta ganti rugi, tetapi hanya
untuk  kepentingan pelestarian  fungsi
lingkungan hidup.

c) Gugatan Perwakilan Kelas (Class Action)

3. Penegakan Hukum Pidana
Penegakan hukum pidana merupakan

ultimum remedium atau upaya hukum terakhir

karena tujuannya adalah untuk menghukum
pelaku dengan hukuman penjara atau denda.

Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi

untuk memperbaiki lingkungan yang

tercemar.”’ Akan tetapi, penegakan hukum
pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera

(deterrant factor) yang sangat efektif.
Penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap

pencemar dan perusak lingkungan hidup dari

sisi hubungan antara negara dan masyarakat
adalah sangat diperlukan karena tujuannya
adalah untuk menyelamatkan masyarakat

(social defence) dan lingkungan hidup dari

perbuatan vyang dilarang (verboden) dan

* Ibid, Pasal 87 ayat (1)

Husin, Sukanda, Penegakan Hukum Lingkungan
Indonesia, op. cit., him. 106
? Ibid., him. 121.
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perbuatan yang diharuskan atau kewajiban
(geboden) yang dilakukan oleh para pelaku.

Secara khusus penghukuman yang dimaksud
bertujuan untuk:*®
1) Mencegah terjadinya kejahatan atau

perbuatan yang tidak di kehendaki atau

perbuatan yang salah;
2) Mengenakan penderitaan atau pembalasan
layak kepada si pelanggar.

Sanksi pidana dapat diterapkan apabila telah
melanggar ketentuan baku mutu lingkungan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam
UU No. 32 Tahun 2009 ini tindak pidana
merupakan kejahatan®

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 ini perbuatan-
perbuatan yang mengakibatkan terjadinya
pencemaran lingkungan dipidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp.15.000.000.000.00 (lima belas
Miliar Rupiah).

Sanksi Pidana menjadi ultimum remedium
yang artinya sanksi pidana merupakan upaya
terakhir setelah diberikannya sanksi
administratif dan sanksi perdata. Dalam praktek
hukum di Indonesia, pengenaan sanksi pidana
terhadap kasus pencemaran lingkungan
terlebih khusus akibat sampah plastik hampir
tidak pernah ada, karena perbuatan
masyarakat dalam hal membuang sampah
sembarangan  belum  termasuk  sebuah
kejahatan, dampak akibat seseorang
membuang sampah sembarang dirasa tidak
berpengaruh terhadap lingkungan, padahal jika
diakumulasi, sampah yang dibuang
sembarangan dapat menjadi faktor terbesar
kerusakan lingkungan di Indonesia. Sudah
saatnya  perbuatan membuang sampah
sembarangan masyarakat Indonesia di tindak
lanjuti dan diberikan sanksi yang memberatkan
sehingga dapat memberikan efek jerah dan
kebiasaan membuang sampah sembarangan
dapat hilang sehingga lingkungan menjadi
bersih dan teratur serta terbebas dari sampah
terutama sampah plastik.

% Ibid., him. 122.
» Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, op. cit, Pasal
97.
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PENUTUP
A. Kesimpulan

1.

Indonesia dengan luas wilayah laut 2/3
dari luas daratannya sangatlah rentan
tehadap pencemaran laut, perilaku
konsumtif  masyarakat dan  masih
terbatasnya pengolahan sampah plastik
menyebabkan banyak sampah plastik
yang berakhir di laut. Hal tersebut
tentunya membutuhkan campur tangan
yang ekstra dari pemerintah. Saat ini
berbagai upaya untuk melakukan
penanganan terhadap kasus pencemaran
lingkungan laut akibat sampah plastik
tengah dilakukan pemerintah Indonesia.
Dalam berbagai konfrensi dan pertemuan
internasional, Indonesia menyampaikan
komitmen untuk mengurangi sampah
plastik di laut global sebanyak 70% di
tahun 2025. Komitmen ini merupakan
Rencana Aksi Nasional Penanganan
Sampah Plastik di Laut Tahun 2018-2025.
Untuk menanggapi serius komitmen
tersebut maka di keluarkanlah Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2018 tentang Penanganan
Sampah Laut, yang didalamnya mengatur
tentang rencana aksi yang dimaksud dan
juga pembentukan Tim Koordinasi
Nasional yang bertugas untuk melakukan
berbagai  prosedur dalam  upaya
penanganan sampah plastik di laut. Di
era revolusi Industri ini kemujuan
teknologi harus bisa dimanfaatkan
pemerintah sebagai sarana pendukung
rencana aksi nasional yang sudah
dicanangkan, penggunaan teknologi
cangggih akan bisa memberikan manfaat
yang besar dan dapat mempercepat
penangan sampah plastik di laut.

Penegakan hukum kasus pencemaran
lingkungan di Indonesia  menurut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup bisa dilakukan melalui
tiga instrumen hukum yaitu: 1)
penegakan hukum lingkungan
administratif yakni pemberian sanksi
secara administratif dari pemerintah
kepada pelaku yang melanggar izin
lingkungan yang diberikan berupa
pencabutan izin usaha; 2) penegakan

hukum lingkungan keperdataan yakni
penegakan hukum lingkungan akibat
pencemaran yang mengakibatkan
kerugian terhadap orang lain dimana
pihak yang dirugikan memperkarakan
masalah ini baik didalam pengadilan
maupun  diluar pengadilan  untuk
menuntuk ganti rugi kepada pelaku
pencemaran lingkungan; 3) penegakan
hukum lingkungan pidana  yakni
penegakan hukum dengan memberikan
hukuman berupa hukuman penjara dan
denda, penegakan hukum pidana
menjadi ultimum remedium terhadap
kasus pencemaran lingkungan,
penegakan hukum pidana dimaksudkan
untuk meberikan efek jera bagi para
pelaku dan tidak lagi melakukan
kebiasaan buruk mencemarkan
lingkungan.

B. Saran
1. Pemerintah Indonesia harus bekerja lebih

keras lagi dalam upaya penanganan
sampah plastik di laut, harus ada tindak
lanjut dari pada komitmen yang sudah
disampaikan kepada dunia dan
kemoitmen kepada rakyat Indonesia,
Pemerintah  Indonesia  juga harus
memanfaatkan momentum  revolusi
industri sebagai pendukung rencana aksi
nasional dalam rangka penanganan
sampah plastik di laut, kerja yang nyata
dan tepat sasaran harus dilakukan
pemerintah.

. Penegakan Hukum Lingkungan di

Indonesia harus lebih tepat sasaran
dalam menindaki pelaku perusakan
lingkungan, lingkungan yang tercemar
akibat sampah plastik diakibatkan oleh
kebiasaan buruk masyarakat Indonesia
yang membuang sampah di sembarang
tempat. Pemerintah Indonesia harus bisa
memberikan sanksi yang tegas kepada
masyarakat yang tidak disiplin, selain itu
pemerintah  Indonesia juga  harus
menyediakan tempat sampah vyang
memadai, karena faktor pendukung
masyarakat tidak disiplin dan membuang
sampah di sembarang tempat karena
kurangnya tempat sampah di sekitar
lingkungan, untuk dapat merubah
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perilaku buruk masyarakat Indonesia,
dibutuhkan juga pemerintah yang sigap
dan tanggap dalam melihat situasi dan
kondisi lingkungan, selain itu pemerintah
juga harus giat membuat sosialisasi
kepada masyarakat terkait permasalahan
lingkungan dan dampak yang dapat di
akibatkan jika lingkungan hidup tidak
dijaga dan dilestarikan.
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